
Menim bang 

Mengin gat 

PROVINSI JAWA BARAT 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

NOMOR 2 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Undang-Undang 
Nom or 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah, Kepala 
Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang te1ah 
diperiksa oleh Ba dan Pemeriksa Keuangan palin g lambat 
6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir; 

b . bahwa berdasarkan pertimba n gan sebagaiman a dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Pera tu ran Daerah 
Kabupaten Ta sikmalaya tenta n g Pertanggun gjawaban 
Pelaksanaan An gga ran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupa ten Tasikmalaya Tahun Anggara n 2013; 

1. Undan g-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daera h-Da erah Kabupaten Dala m Lingkungan 
Propinsi J awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 
sebagaimana te1ah d iubah dengan Undang-Un dang Nomor 4 
Tahun 1968 ten tang Pembentukan Kabu paten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pem bentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana te1ah diubah beberapa kali terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lemha ran Negara Republik Tn donesia 
Nomor 4286); 

6. Undang-Undang 
Perbendaharaan 
Indonesia Tahun 

Nomor 1 Tahun 2004 
Negara (Lembaran Negara 
2004 Nomor 5, Tambahan 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

tentang 
Republik 

Lembaran 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggun gjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400) ; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia N omor 4844) ; 
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9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapakali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta h un 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Penge101aan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah NomoI' 74 Tahun 2012 tcntang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembin a a n dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indon esia 
Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 4593) ; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2006 
Nomor 25 , Tam bahan Lembaran Negara Republik In donesia 
Nomor 4614) ; 

20. Peraturan Pemerin tah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pem erintah, 
Laporan Keteran gan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha n Daera h kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indon esia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indon esia Nomor 4693); 

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan a n tara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten jKota (Lembara n Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu n 2007 Nomor 83 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemu ngutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor 5161) ; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 0 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lem bara n Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 
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32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 
tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 
tentang Penjabaran Per tanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengan ggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata 
Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bela nja Daerah 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Men teri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2013; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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38. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 
2006 Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintahan Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2006 Nomor 11); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupa ten Tasikmalaya 
Tahun 2008 Nomor 8) ; 

41 . Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabu paten 
Ta sikmalaya Tahun 2008 Nomor 14); 

42. Pera turan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peratura n Daerah Ka bupaten Ta sikmalaya Nomor 8 
Tahun 20 12 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 15 Ta h u n 2008 
tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 2012 Nom or 8) ; 

43. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 16 
Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daera h Kabupaten 
Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
Ka bupaten Ta sikm alaya (Lembaran Daera h Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16); 

44 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 
Tah un 2008 ten tang In spektorat Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 9) ; 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Kecamatan di Lingkungn Pemerintah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 18); 
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46. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 
Tahun 2011 ten tang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2006 Nomor 11); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 
2011 ten tang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 15); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 
Nomor 1); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 
Nomor 5) . 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

DAN 

Menetapkan 

BUPATI TASIKMALAYA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJ AWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 
2013. 

Pasal1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
Anggaran 2013 berupa Laporan Keuangan memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arus Kas dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 
Laporan KineIja dan ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
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Pasal2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
a sebagai berikut: 

a . Pendapatan 
b . Belanja 

Surplus 

Rp. 
Rp. 

c. Pembiayaan 
-Penerimaan Rp. 

2.213.623 .318.967,00 
2.165.004.333.289,00 

104.460.678.373,00 
3 .500.000.000,00 

Rp. 48.618.985.678,00 

-Pengeluaran Rp. 
~------------------------

Silpa 

Pasa13 

Rp. 
Rp. 

100.960.678.373,00 
149.579.664.051,00 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran s ebagaimana dimaksud dalam Pasal2 
sebaga i berikut : 
(a) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.15.258.688.843,00 dengan rincian seba ga i berikut : 
1. Anggaran penda patan setelah Rp 2 .228.882.007.810,00 

perubahan 
2 . Realisasi Rp 2 .2 13.623.318.967,00 

Selisih Ie bih / (kurang) Rp 15.258.688.843 ,00 

(b) Selis ih anggaran dengan realisasi b elanja sejumlah Rp .153.1 5 1.287.903,00 
dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran belanja setelah Rp 2.318.155.621.192,00 

perubahan 
2 . Realisasi Rp 2.165.004 .333.289,00 

Selis ih Ie bih / (kurang) Rp 153.1 51 .287.903,00 

(c) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah 
Rp.137.892.599.060,00 dengan r incia n sebagai berikut : 
1. Defisit Setelah Perubahan Rp (89 .273.613.382,00) 
2. Realisasi Surplus Rp 48.618.985.678,00 

Selisih lebih / (kurang) Rp 137.892.599.060,00 

(d) Selisih lebih anggaran dengan realisasi Penerimaan 
Rp.6.687.064.991,00 dengan rincian sebaga i berikut : 

Pembiayaan sejumlah 

1. Anggaran Penerimaan 
Pembiayaan Setelah Perubahan 

2. Realisasi 
Selisih Ie bih / (kurang) 

Rp 
Rp 
Rp 

97.773.613.382,00 
104.460.678.373,00 

6.687.064 .991,00 
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(e) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan 
Rp.5.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

sejumlah 

1. Anggaran Pengeluaran 
PembiayaanSetelah Perubahan 

2 . Realisasi 
Selisih Ie bih / (kurang) 

Rp 
Rp 
Rp 

8 .500.000.000,00 
3.500.000.000,00 

(5.000.000.000,00) 

(f) Selisih lebih anggaran dengan Pembiayaan Netto sejumlah 
Rp.l1.687 .064.991,00 dengan rincian sebagai berikut : 
1. Anggaran Pembiayaan Neto 

Setelah Perubahan 
2. Realisa si 

Selisih lebih / (kurang) 

Rp 
Rp 
Rp 

Pasal4 

89.273.6 13.382,00 
100.960.678. 373,00 

11.687.064.99 1,00 

Neraca Per 31 Desember 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf b sebagai beriku t : 
a. J u m lah Aset 
b . 
c. 

J u mlah Kewaj iban 
Jumlah Ekuitas Dana 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Pasal 5 

3 .274.456.774.144,35 
5 .930.164.891,00 

3 .268.526.609.253,35 

Laporan Arus Kas Per 3 1 Desember 2013 sebagaimana dimaksud dala m Pasal 1 
ayat (1) huruf c sebagai berikut : 
a. Saldo Kas Awal per 1 Janua ri 20 13 Rp. 
b. Arus Kas dar i Aktivita s Operasi Rp. 
c. Arus Kas dari Akt ivitas Investasi 

Non -Keuangan Rp. 
d . Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. 
e . Arus Kas dari Aktivitas Non Rp. 

f. 
Anggaran 
Saldo kas akhir per 31 Desember Rp . 
2013 

Pasal6 

97.845.678.382 ,00 
536.710.211.870,00 

(488.363.197.158 ,00) 
(3 .114.999.99 1,00) 

0 ,00 

149.579 .664 .051,00 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana d imaksud Pasal 1 huruf d Tahun 
Anggaran 2013 memuat informa si, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas 
pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in i terdiri dari : 
a . Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 

Lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisa si anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah dan organisasi 
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Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran be1anja daerah menurut 
urusan pemerintahan daerah, organlsasl, program dan 
kegiatan; 

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk 
kese1arasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah 
dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 

Lampiran 1.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; 

Lampiran 1. 6 : Daftar piutang daerah; 

Lampiran 1. 7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran 1.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap 
daerah; 

Lampiran I. 9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 

Lampiran 1.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang be1um diselesaikan sampai 
akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 
berikutnya. 

Lampiran 1.11 : Daftar dana cadangan daerah, dan 

Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; 

b. Lampiran II : Neraca 

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas 

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan 

Pasa18 

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2) 
terdiri dari : 
a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini; 
b. Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah tercantum dalam lampiran VI 

Peraturan Daerah ini. 
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Pasa19 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempa tannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 2:1 Agustus: 20 114 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 2!1 .&gus tus· 20 11 4 

~SIKMALAYA' 

UU RUZHANUL ULUM 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 20 14 NOMOR 2 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI JAWA 
BARAT NOMOR 148/2014 
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